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ABSTRAK

AHMAD, Tahun 2021, Tinjanan penerapan kewajiban NPWP,
Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap penerimaan Pajak pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bau-Bau, karya tulis ilmiah (KTI),Program
Studi DI Perpajakan, Falkutas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah
makassar. Dibimbing Oleh Pembimbing I Mahmud Nuhung Dan Pembimbing II
Idrawahyuni.

Tujuan Penelitian ini yakni untuk Mengetahui Sejauh Mana Tinjauan
Penerapan Kewajiban NPWP, Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap
penerima Pajak Pada Kantor Pelayan Pajak Pratama Bau-Bau.Objek Penelitian
Tagas Akbir Ini adalah Pemeriksaan, Penagihan Pajak dan Penerimaan
Pajak di Pratama Xota Baubau. Jenis penelitian yang dilakukan dengan
pendekatan Kuantitatif Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
wawancara kepada pihak Fiskus. Hasil penelitian ini mepunjukkan bahwa
Tinjauan Pemeriksaan, Penagihan, dan Penerimaan Pajak pada tahun 2018 dan
2019 digolongkan cukup efekiif menurut dari penerimaan pajak dan telah
terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Kata Kunci :Penerapan Kewajiban NPWP, Pemeriksaan, Penagihan Pajak dan
Penerimaan Pajak




ABSTRACT

AHMAD, 2021 .Overview of the application of NPWP obligations, Tax
Examination and Collection of Tax Revenue at the Pratama Bau-Bau Tax
Service Office, scientific papers (KTI), DIII Taxation Study Program, Faculty of
Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by
Swvpervisor I Malimud Nuhung and Supervisor II Idrawahyuni.

The purpose of this study is to find out the extent to which the application
of NPWP Obligations, Tax Audit and Collection on Tax Revenue at the Pratama
Bau-Bau Tax Service Office Smells. This type of research is carried out with a
quantitative approach. The data collection technique used is online interviews
with the tax authorities. The results of this study indicate that the Effectiveness of
Audit, Collection, and Tax Revenue in 2018 and 2019 is quite effective according
to tax revenue and is carried out properly as expected.

Keywords: Ownership TIN, Tax Audit, Tax Billing and Tax revenue
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BABI
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam proses pembangunan

Suatu negara, terlebih bagi negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia,
Pajak secara sederhana merupakan iuran wajib yang diberikan oleh rakyat kepada negara
yang telah diatur oleh pemerintah dan disesuaikan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta digunakan untuk kepentingan negara demi kesejahteraan
rakyat. Pemerintah mengharapkan penerimaan negara dari sektor pajak setiap tabunnya
s:;makin meningkat mengingat bahwa pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi
ntllegara Indonesia.

J‘t Untuk lebih memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah harus mengambil
langkah-langkah kebijakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan
meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak.Sebelum membuat kebijakan-kebijakan
tﬁrsebut, ada beberapa hal yang harus diketahui oleh pemerintah sebagai pembuat
kLbijakan. Salah satunya adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan
pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak diantaranya pemerintah,
petugas pajak {fiskus), dan masyarakat yang sangat berperan penting dalam upaya
nlaengoptimalkan, penerimaanpajak (Fouktone, 2007:3).

Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib mendaftarkan diri
pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus

untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Persyaratan objektif adalah

persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau yang

o,

iwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-




Undang Pajak Penghasilan (PPh) 1984 dan perubahannya.Wajib Pajak adalah orang
pribadi atau badan, meliputi pembayar pajqk, pemotong pajak dan pemungut pajak yang
mempuhyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan (Casavera, 2009:4).

Selain mewajibkan masyarakat sebagai wajib pajak untuk memiliki NPWP,
pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan penegakan hukum lain sebagai pelengkap
dan bentuk dukungan vang telah diterapkan karena masih banyak wajib pajak vang
dengan/tanpa sengaja tidak melaporkan kewajiban perpajakannya serta kurangnya atau
minimnya kesadaran perpajakan wajib pajak. Penegakan hukum ini dapat dilakukan
melalui pemeriksaan dan penagihan pajak Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui
tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya serta
mencegah terjadinya penyimpangan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Dengan

dijakukannya pemeriksaan pajakterhadap wajib pajak, akan memberikan pengaruh yang

positif terhadap peningkatan jumlah penerimaan pajak.

i Selain pemeriksaan pajak, pemerintah juga melakukan penagihan pajak untuk lebih
mengoptimalkan penerimaan pajak. Penagihan pajak dilakukan karena masih banyaknya
wajib pajak terdaftar yang tidak melunasi hutang pajaknya sehingga diperlukan tindakan
penagthan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa.
Maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Ralyat, pemerintah mengeluarkan UU
nomor 19 tshun 2000 tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa. Dengan
dikeluarkannya undang-undang tentang penagihan pajak tersebut wajib pajak diharapkan
lebih termotivasi untuk membayar tunggakan pajaknya sehingga dapat meningkatkan
penerimaan pajak.

Mengacu pada uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian

dengan judul; “Tinjauan Penerapan Kewajiban Nomor Pokok Wajib Pajak
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\PWP), Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubaun”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas beberapa hal yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah,

maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Tinjauan
Penerapan Kewajiban NPWP, Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap penerimaan
pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau?”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis korelasi

dan Tinjauan Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pemeriksaan Pajak dan
Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Baubau.

I 1.4. Manfaat Penelitian

|
Adapyn manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

. BagiPenulis

'f‘eneiitian iniagar bisa menambah wawasan dan memperluas pengetahuan kita
|
-dﬁfbidang perpajakan, sehingga penulis bisa membandingkan antara teori dan fakta

l&pangan.

b. BagiPembaca

I::l Penclitian diharapkan bisa dipunakan sebagai bahan referensi dan alat
; perbandingan bagi peneliti yang melakukan penelitian selanjutnya.

‘Z;E Penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai bahan dalam melakukan diskusi ferkait
dengan judul penelitian.

3| Agar penelitian ini bisa mengembangkan ilmu dibidang perpajakan serta dapat

memecahkan masalah terkait dengan objek yang diteliti.
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BABII

TINJAUAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 NPWP

2.1.1.1 PengertianNPWP

Nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada
wajtb pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan
sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan
kewajiban perpajakannya (Mardiasmo; 2009).Manfaat berarti guna, faedah, laba,
atau untung, Kemanfaatan berarti hal bermanfaat atan kegunaan Jadi, kemanfaatan
NPWP merupakan kegunaan yang diperoleh oleh wajib pajak atas kepemilikan
NPWP. \

Terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh wajib pajak atas
kepemilikan NPWP. Manfaat NPWP antara lain yaitu wajib pajak dapat membayar
dan melaporkan pajak dengan tertib. Aparat pajak dapat mengawasi pemenuhan
kewajiban perpajakan setiap wajib pajak melalui NPWP sebagai sarana
administrasi perpajakan. Segala aktivitas perpajakan yang dilakukan oleh wajib
pajak dalam pembayaran, pelaporan atauurusan lain yang berkaitan dengan pajak
akan tercatat dan terpantau oleh aparat pajak.

Wajib pajak akan memperoleh kemudahan pengurusan administrasi yang
terkait dengan bisnis atau usaha yang dijalankan wajib pajak. Saat ini, Wajib pajak

semakin sulit untuk mengindar dari kewajiban memiliki NPWP karena hampir

semua sektor telah dipagari oleh pemerintah dengan prasyarat NPWP Wajib pajak




yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas memiliki NPWP karena NPWP
sering dijadikan sebagai syarat administratif untuk memperoleh izin usaha Namun,
banyak wajib pajak yang tidak memiliki NPWP tetap dapat menjalankan usaha
atau pekerjaan bebas meskipun telah memenuhi persyaratan Hal ini mencerminkan
bahwa faktor kebutuhan untuk memiliki NPWP yang selaras dengan lepentingan
usaha wajtb pajak masih perlu ditingkatkan.

Berbagai manfaat yang dapat diperoleh atas kepemilikan NPWP diharapkan
dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.Oleh karena itu, kemanfaatan NPWP
diduga schagiai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak
dalam membayar dan melaporkan pajak. Semakin banyak manfaat yang diperoleh
wajib pajak atas kepemilikan NPWP, maka kepatuhan wajib pajak juga akan
semakin meningkat.
2:1.1.2 Pemahaman Wajib Pajak

Menurut, Riko {2006; 75) dalam Syahril (2013), tingkat pemahaman adalah
suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan oleh
seseorang individu dan sejauh mana dia akan dapat mengerti benar akan suatu
materi perimasalahan yang ingin diketahui.Sedangkan menurut Muslim (2007; 11),
semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap
peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk
melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib
pajak.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia merupakan sistem yang
mempercayakan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, membayarkan,

dan melaporkan sendiri besar nya pajak yang terutang. Di dalam sistem

pemungutan pajak seperti ini tentu diperlukan berbagai macam peraturan yang




digunakan sebagai alat kontrol dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan ini
Jjuga berpengaruh terhadap sukses atau tidaknya penerapan sistem pemungutan ini.

Menurit hasil penelitian Artimn (2012) menyatakan pemahaman sistem
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, begitu juga dengan
hasil penelitian Syahril (2013) yang menyatakan tingkat pemahamanwajib pajak
berpengaruh signifikan positif térhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Simanjuntak (2012; 127) Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak
terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebagai berikut: “Tingkat
pemahaman wajib pajak menjadi hal penting dalam menentukan sikap dan perilaku
wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak. Semakin
tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap kesadaran
membayar pajak, maka semakin kecil pula kemungkinan wajib pajak tersebut
untuk melanggar peraturan, karena jika pengetahuan mengenai perpajakan rendah,
maka kesadaran wajib pajak mengenai peraturan yang berlaku juga rendah™

Sedangkan menurut Sumarsan (2012; 35) Pengaruh Pemabaman Wajib Pajak
tethadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi “Wajib Pajak memiliki
pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan serta pelayanan yang
berkualitas terhadap Wajib Pajak maka akan timbul kesadaran untuk membayar
pajak. Kesadaran Wajib Pajak memiliki ari keadaan dimana seseorang
mengetahui, memahami dan mengerti tentang cara menghitung, membayar dan
melapor pajak serta mentaati hak dan kewajibanya sebagai Wajib Pajak”.
2.1.1.3 Kualitas Pelayanan

Pelayanan adalah cara melayani {membantu mengurus atau menyiapkan
segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Jadi, pelayanan yang dimaksud

dapat diartitkan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau




menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah
wajib pajaki(Jatmiko; 2006).

Kepatuthan Wajib Pajak dalam memenuhi kewnjiban membayar pajak
tergantung pada bagaimana sikap petugas pajak memberikan suatu pelayanan yang
terbaik kepada WP. Proses perpajakan melibatkan fiskus dan WP membuat
pelayanan yang diberikan oleh fiskus turut membentuk sikap (atitude) WP dalam
mengikuti proses perpajakan. Semakin baik pelayanan fiskus, maka WP akan
memiliki sikap yang positif terhadap proses perpajakan {Nugrcho; 2006).

Hal serupa dijelaskan oleh Ilyas dan Burton (2008), bahwa sikap atau
pelayanan fiskus yang baiklah yang harus diberikan kepada seluruh WP, Selama ini
banyak WP yang berpersepsi negatif pada aparat pajak vang terlihat pada
rendahnya pelayanan pada WP, Hal ini akan menyebabkan rendahnya kepatuhan

WP. Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan WP adalah memberikan

pelayanan yang baik kepada WP,

Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara

peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan,

- perbaikan dalam infrastruktur seperti perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT),

penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan
kepada WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Supadmi; 2009).
Pemberian jasa oleh aparat pajak kepada WP besar manfaatnya sehingga
dapat menimbulkan kesadaran WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Kemampuan fiskus dalam berinteraksi yang baik dengan WP adalah dasar yang
harus dimiliki fiskus dalam melayani WP sehingga diharapkan dapat meningkatkan

kemauan WP dalam membayar pajaknya. Terdapat lima dimensi yang perlu




dipethatikan ketika orang lain melakukan penilaian terhadap kualitas pelayanan
(www.pajak.go.id) yaitu:

a. Tangible, yaitu meliputi fasilitas fisik, perlenpkapan, pegawai, dan
sasaran komunikasi.

b. Emphaty, yaitu meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan
komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para
pelanggan.

C. Responsiveness, vyaitu keiginan para staf untuk membantu para
pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap.

d. Reliability, yang artinya kemampuan memberi pelayanan yang dijanjikan
dengan segera, kehandalan, akurat, dan memuaskan.

e. Assurance, yang artinya mencakup kemampuan, pengetahuan,

kesopanan, juga sifat yang dapat dipercaya yang dimiliki oleh para staf

(bebas dari bahaya, risiko, dan keragu-raguan).

;":2.1.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

ﬁ Menurut Simon James yang dikutip oleh Gunadi {2005), pengertian
; Kepatuhan Pajak (Tax Compliance) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan
1‘ untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa
i perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi bersama, peringatan -ataupun
ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Nurmatu (2005) mendefinisikan kepatuban perpajakan sebagai suatu
keadaan dimana melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan yang dikatakan
oleh Nomman D. Nowak merupakan suatu “iklim™ kepatuhan dan kesadaran
pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi (Devano; 2006)

sebagai berikut:




>
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a. Wajib Pajak paham atau berusahana untuk memahami semua ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan

b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas

¢. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar

d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

2 Pemeriksaan

2.1.2.1 Pengertian Pemeriksaan

Pengertian pemeriksaan menurut Pasal 1 ayat (25) Undang- undang
Nomor 28 Tahun2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adala sebagai
berikut: “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bulti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatustandar pemertksaan untuk menguji kepatuha
pemenuhan kewajiban perpajakan danfatav untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:245) mendefinisikan pemeriksaan
pajak sebagai berikut: “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara ebjektif
dan profesional berdasarkan suatustandar pemeriksaan untuk menguji kepatuha
pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atauvuntuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:245) mendefinisikan pemeriksaan
pajak sebagai berikut: Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa
pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan dalam melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan  yang
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dilaksana:kan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar

pemeriksl:'ian dan sebagai bentuk pengawasan pelaksanaanyang dilakukan

I

Wajibpajaflgc untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang
| 4

bemegang teguh pada undang-undang.
!

2.1.2.2 Tujualq Pemeriksaan

Tuju}s%n pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:245) adalah

|
| sebagai b%rikut:‘

1.

!
‘ﬂleng{gi kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka

nllemberikan kepastian hulum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib
Pajak. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hat:

Surat pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak,

b 2AT 8

i

[termasuk vang telah diberikan pengembalian pendahuluan
keleblhanpajak

b SuratPemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi;

c! Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidakpada

'waktu yang telahditetapkan;
dT Surat Pemberitahuanyang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan
! oleh Direktur JenderatPajak;
i Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat
i
]
K

|
|
\
\
T
|
|
\
it
 Pemberitahuan tidakdipenuhi.

Iujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
-u:i}daﬂgan perpajakan, Pemeriksaan melipuli pemeriksaan vyang
diilakukan dalam rangka:

a  Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan,

’o Penghapusan Nomor Pokek Wajib Pajak;
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¢. Pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan Pengusahan Kena Pajak;
d. Wajib Pajak mengajukankeberatan;
e. Pengumpulanbahanguna penyusunan Norma Perhitongan Penghasitan
Neto;
f. Pencocokan datadan atau alat keterangan,
g Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerahterpencil;
h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
* untuk tujuan lain™,
Tujuan terutama dari pemeriksaan pajak adalah pengujian kepatuhan
wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakankewajiban
perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, termasuk di
dalamnya tidak terkecuali adalah kewajiban para pemungut dan
pemotong pajak adalah sebagaiberikut:
a. Wajib pajak orang pribadi dan badan, dalamhal:
1. Mendaftarkan diri sebagai wajibpajak
2, Mengisi dan memasukkan SPTdan

3. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan

b. Pengusaha kena pajak, dalamhal:
1. dikukuhkan sebagai pengusaha kenapajak

2. mengisi dan memasukkan SPT masa PPN danPPnBM

3. menerbitkan Faktur Pajak dan memungutPPN

¢. pemberi pajak dalam hal memotong, menyetor dan melaporkan
pajak atas gaji, upah, honorarium dan sebagainya yangdibayarkan
d. pemungut PPN/PPnBMyang terdiri dari bendahara pemerintah,

menyetor, dan melaporkan PPN/PPnBM yang dipmmgut dar PKP.
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.3 Penagihan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Penagiban Pajak

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak
melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur dan
memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan  sekaligus
memberitahukan surat paksa.

Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan koensekuen
diharapan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib
pajak dalam membayar hutangnya. Dalam pelaksanaannya penagihan pajak
haruslah dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
sehingga mempunyai kekuatan hukum baik bagi wajib pajak maupun aparat
pajak.

Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak adalah Undang-
undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
Undang-undang ini mulaiberlaku tanggal 23 Mei 1997.Undang-undang ini
kemudian diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2000 yang mulai

berlaku pada tanggal 1 Januari 2011,

2.1.3.2 Surat Teguran

Sebagaima diketahui bahwa yang menjadi dasar penagihan pajak adalah
adanya Surat Tagihan Pajak (STP), SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar
(SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat
Keputusan Pembetulan, serta Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding,
yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar. Setelah dalam jangka satu
bulan sejak tanggal diterbitkan surat ketetapan sebagaimana dimaksud tersebut

wajib pajak tetap tidak melunasinya, maka dilakukan suatu tindakan penagihan
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dengan nama surat teguran atau surat peringatan yang dimaksud untuk menegur
atau memperingati wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.
2.1.3.3 Surat Paksa
Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya
penagihan pajak (Pasal 1 angka 12 UU PPSP). Surat paksa diterbitkan dalam hal
berikut ini:

a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal
Jjatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran
atau surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya.

b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan
sekaligus

¢. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum
dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran
pajak.

d. Surat paksa diterbitkan untuk memerintahkan dengan paksa kepada
penanggung pajak untuk melunasi utang pajak beserta biaya penagihan
surat paksa

2.1.3.4 Tata-Cara Waktu dan Penagihan Pajak
Menurut  keputusan Menteri Keuvangan No.561/KMK.04/2000
menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan tata cara dan waktu penagihan
pajak sebagai berikut:

a. Tindakan pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan penerbitan surat
teguran setelah 7 hari jatuh tempo pembayaran. Surat teguran tidak
diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk

mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.
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. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh

penanggung pajak setelah 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran,

maka akan diterbitkan surat paksa.

. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar dilunasi oleh

penanggung pajak seteelah lewat waktu 2x24 jam sejak surat paksa
diberitahukan, maka segera akan diterbitkan Surat Perintah

Melaksanakan Penyitaan (SPMP).

. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus

dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat darijangka waktu 14 hari
sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, maka akan dilaksanakan

pengumuman lelang,

. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus

dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat dari jangka waldu 14 hari

sejak pengumuman lelang, akan segera dilakukan penjualan barang,

4 Penerimaan Pajak
2.1.4.1 Pengertian Penerimaan Pajak
Pengertian Penerimaan Pajak menurut John Hutagaol (2007:325) adalah sebagai

berikut:

“Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat

diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai

kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat”.

Sedangkan menurut Suryadi (2006:105) Pengertian Penerimaan Pajak

adalah sebagai berikut:

Penerimaan Pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah

yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di
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atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk
pengeluatan  pemerintah untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat,
sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendirt awal
negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang
berasaskan kepada keadilan sosial (Suherman, 2011),

Peran sektor perpajakan sangatlah penting dalam mendukung
penerimaan negara, maka dibutuhkan kesadaran semua lapisan masyarakat akan
pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dircktorat Jenderal
Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah dibawah Kementerian
Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak
negara dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan
pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun di tengah tantangan
perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi di masyarakat.
2.1.4.2 Sumber Penerimaan Pajak
1. Pajak penghasilan (pph)

Menurut- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 pajak penghasilan adalah
setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib
pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat
dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang
bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak penghasilan juga
merupakan pungutan resmi oleh pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat

yang berpenghasilan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
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2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Berdasarkan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 PPN adalah pajak

yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di
dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan,
maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena
Pajak dikenakan PPN.Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang
Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-
undang PPN,

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang KenaPajak
tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Menurut Undang-
Undang No. 42 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang
tergolong mewah adalah:

a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok
b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
¢. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat
berpenghasilan tinggi
d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status
€. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat,
serta mengganggu ketertiban masyarakat,
4. Bea Meterai
Berdasarkan Undang-Undang Ne. 13 Tahun 1985 Bea Meterai adalah pajak
yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta
notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat

jumiah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.
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2.2 Keranghka konseptual -

Pada tahun 1983 Indonesia merubah sistem pemungutan pajaknya dari official
assessment system menjati Self Assessment System Menurut Mardiasmo {2016:9) Self
Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang
kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Dengan
terjadinya perubahan sistem pemungutan pajak tersebut, Wajib Pajak yang tadinya
betperan pasif dituntut unfuk berperan aktif dimana Wajib Pajak harus mengetahui betul
tata -cam perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan
pembayarannya.

Self Assessment System memiliki kelebihan dimana Wajib Pajak diberikan
wewenang untuk menghitung sendiri jumlah pajak terutangnya karena Wajib Pajak yang
mengetahut objek pajak apasaja yang dimiliki.

Kelemahan adalah cenderung terjadi kesalahan baik yang disengaja maupun tidak

disclangaj& Kesalahan yang disengaja biasanya dilakukan oleh Wajib Pajalé dengan

melakukan tax evasion dengan tujuan untuk mengurangi pajak terutang Kesalahan yang
tidak disengaja biasanya terjadi karena Wajib Pajak yang tidak tahu serta tidak mengerti
peraturan pajak yang berlaku, banyaknya peraturan perpajakan yang ada, dan peraturan
pajak yang sering berubah.

Untuk mengatasi kelemahan darisysiem tersebut, diperlukan sebuah aturan hukum
untuk melakukan pengawasan kepada Wajib Pajak oleh pemerintah melalui Dircktur
Jenderal Pajak Direktur Jenderal Pajak diberikan wewenang untuk melakukan tindakan
penelitian, pemeriksaan, dan penyidikan. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009
Pasal 1 anpka 30, penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai

kelengkapan pengisian, kebenaran penulisan, dan penghitungan SPT serta lampirannya.
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Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 angka 25, pemeriksaan adalah

se]angkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang

dilaksahakan secara objektif dan profesional berdasarkan soatu standar pemeriksaan

dal

am rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 angka 31, penyidikan tindak

pid

unt

ana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik

uk mencari serta mengumpuikan bukti untuk membuat terang tindakpidana di bidang

petpajakan serta menemukan tersangkanya.

kes

adn

ker
dig;
bun

pid:

Dengan adanya pengawasan tersebut, Wajib Pajak yang terbukti melakukan

alahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja akan diberikan sanksi perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2016:62) sanksi perpajakan merupakan alat preventif agar

jib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan dapat berupa sanksi

ninistrasi maupun sanksi pidana.

Menurut Mardiasmo (2016:63) sanksi administrasi merupakan pembayaran
ugian kepada negara, sedangkan sanksi pidana merupakan alat terakhir yang
unakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksi administrasi dapat berupa
iga, denda, dan kenaikan, sedangkan sanksi pidana dapat berupa pidana kurungan,

ana penjara, dan denda pidana yang pengenaannya tergantung atas kesalahan yang

dilakukan.
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Berdasarkan uraian diatas, kerangka pemikiran dari penelitian adalah sebagai berikut:

NOMOR POKOK
WAJIB
PAJAK(NPWP)

f PEMERIKS}\AN PENERIMAAN
PAJAK PAJAK

PENAGIHAN
PAJAK

*l"" 1

(Gambar: Kerangka Konseptual)
2.3 Metode Pelaksanaan Penelitian
2.3.1 Jenis penelitian
Adapun jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif.
2.3.2 Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian dalam Karya Tulis Ilmiah ini dilakukan pada Kantor Pelayanan
PajakPratama Baubau di Sulawesi Tenggara waktu penelitian selama 2(Dua) bulan di
mulai dari bulan Juni sampai juli 2021.
2.3.3 Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mempermudah penulis
dalam mendapatkan data yang valid dan reliabel. Dalam penelitian tersebut antara
lain:
a. Studi kepustakaan
Studi kepustakaan yaitu Mengumpul data yang relevan sesuai topik serta
masalah yang akan diteliti. Informasi yang diperoleh dari buku-buku ilmiah,

laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-

peraturan, ketetapan-ketetapan, serta sumber-sumber yang tertulis baik tercetak
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maupun elektromk.
. Pengamatan (observation)

Observasi  yaitumengadakan pengamatan langsung terhadap kondisi
sckarang mengenai pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Baubau.

. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan atau data berupa Tanya
jawab langsung kepada kepala Kantor di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Baubau.

. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu Pengumpulan data dengan dokumentasi ditakukan

meldlui pengambilan data-data yang berhubungan dengan penelitian dari tempat

penelitian yaitn di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau.

‘4 Jenis dan Sumber Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif.

dimana perelitian ini dilakukan di lapangan dan survei secara langsung ditempat

yang akan diteliti. Data yang diperoleh dari penclitian dapat berupa hasil

pengamatan, hasil wawancara denpan narasumber, dokumentasi, serta ecatatan

lapangan yang disusun peneliti selama proses penelitian dilapangan. Jenis data

yang digunakan dalam penelitian knantifatif sumber data yang diperoleh berasal

dari kata-kata atan tindakan dan selebihnya merupakan data:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pejabat yang
berwenang atau pejabat yang bertugas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Baubau.
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b. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai data penunjang bagi
penyusun dalam penelitian iniData ini diperoleh dari dokumentasi objek
penelitian, serta dari buku-buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti dan
literatur lainnya yang digunakan dalam melakukan penelitian inf atau data-data
yang sudah ada seperti data yang berasal dari jurnal-jurnal yang berkaitan

dengan objek yang diteliti.
.5 Metode Analisis Data

Metode Analisis Data yang digunakan adalah deskripsif kuantitatif yaitu
mendiskripsikan Penerapan Kewajiban Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor

pelayanan Pajak Pratama Banban.




BABII

HASIL PENELITIAN DAN PEBAHASAN

3.1 Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau

3.2

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau merupakan Kantor Dinas Luas (KDL)
yang terbentuk dengan Undang-undang Nomor 55 Tahun 1989 tentang pembentukan
kota Baubau di Provinsi Sulawesi Tenggara. Di tahun yang sama, yaitu tahun 1989
dibentuk dua KPP Wajib Pajak Besar atau yang dikenal juga kantor pajak besar yang

diberiPengolahan Data dan Informasi yang telah mengalami modernisasi ini merupakan

penggabungan dari Kantor Pelayanan Pajak Konvensional dan Kantor Pemeriksaan dan
Penyidikan Pajak berdasarkan keputusan menteri keuangan Nomor Kep
276/KMK.01/1989. Hal ini sesuai dengan keputusan KPP Pratama Baubau tentang
penibentukan pada tahun 2006 hingga tahun 2008. KPP Pratama Bau-bau ini merupakan
KPP pratama terbanyak yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia Selain itu, KPP
Pratamajuga menangani wajib Pajak yang terbanyak.

Pada tahun 2008 Kantor Pelayanan Pajak Konvensional digabung lagi dengan
pengolahan data dan informasi dengan nama KPP Pratama Baubau yang dikukuhkan
dengan peraturanUndang-undangdan susunan perangkat kantor Bau-Bau.

Sampai saat ini pelayanan pajak di kantor Bau-Bau di tangani oleéh Kantor

Perif[leriksaan dan Penyidikan Pajak di kota Baubau.
|
Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau
Adapun Visi dan Misi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau yang mengacu

pada visi dan mist Direktorat Jenderal Pajak, sebagai brikut:

22
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1. Visi:

Menjadi Institusi Penghimpunan Penerimaan Negara Yang Terbaik Demi
Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara.
2. Misi:
Menjamin Penyelenggaraan Negara yang Berdaulatan dan Mandiri dengan:
1. Mengumpulkan Penerimaan Berdasarkan kepatuhan pajak sukarela
yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
2. Pelayanan Berbasis Teknologi Modern untuk kemudahan
pemenuhan Kewajiban Perpajakan;
3. Aparatur Pajak yang Berintegritas, Kompeten dan Profesional; dan
4. Kompensasi yang Kompetitik Berbasis sistem Manajemen kinerja.

3.3 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan PajakPratama Baubau

(Gambar: Struktur Organisasi KPP Pratama Baubau)

3.4. JobDescription
1. Kepala Kantor

Kepala Kantor berperan penting menjalankan suatu pekerjaan, yaitu

mengkoodinir pekerjaan-perkerjaan yang ada di Kantor Pelayanan PajakPratama




24

Bau-Bau sesuai dengan kebijakan, keputusan dan arahan dari di rektorat jenderal
pajak serta mengkoordinir pelaksanaan tugas kasub bagian Umum dan para kepala

seksi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banbau.
2. Jabatan Fungsional

Pejabat Fungsioanl Pemeriksaan pajak bertugas untuk menguji
kepatuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian Umum dan Kepatuhan Tnternal mempunyai tugas melakukan
urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga dan pengelolahan
kinerja pengawai, pemantauan pengendalian internal, pemantauan pengelolaan
risiko, pemantanan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tidak lanjut

hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis,
4. Seksi Peagolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) mempunyai tugas melakukan
pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan,
perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan,
pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi, serta pengelolaan
kinerja organisasi.

5. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan
produk hukum perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberihuan,

penerimaan surat lainnya, serta pelaksanaan pendaftaran wajib pajak. Seksi

Pelayanan adalah bagian yang sangat penting dalam kelangsungan proses bisnis
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dan pelayanan terhadap wajib pajak.
6. Seksi Penagihan
Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan
piutang pajak, penundaan dan pengangsuran tunggakan pajak, penagihan aktif,
usulan penghapusan piutang pajak, penyitaan dan penyanderan, serta
penyimpanan dokumen penagihan,
7. Seksi Pemeriksaan
Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana
pemeriksaan, penerbitan, penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak, dan
administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan
oleh petugas pemeriksaan pajak yang di tunjuk kepala kantor,
8. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tngas melakukan
pengamatan potensi peipajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan
dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstentifikasi,
bimbangan dan pengawasan wajib pajak baru. Serta penyuluhan perpajakan.
9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses
penyelesaian pefinohonan wajib pajak, usulan pembentulan ketetapan pajak,
bimbingan san konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak.
10. Seksi Pengawasan dan Konsultasi TT

Seksi Pengawasan dan Konsultasi T mempunyai tugas melakukan

- pengawasan perpajakan wajib pajak, penyusunan profil wajib pajak, analisis

kinerja wajtb pajak, rekonsiliasi data wajib pajek dalam rangka melakukan




intensifikasi dan imbauan kepada wajib pajak.
11, Seksi Pengawasan dan Konsuitasi T

Seksi Pengawasan dan Konsultasi II mempunyai tugas melakukan
pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, penyusunan profil
wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib dalam rangka
melakukan intensifikasi dan himbauan kepada wajib pajak.

12. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV

Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV mempunyai tugas melakukan
pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, penyusunan profil
wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib dalam pajak

dalam rangka intensifikasi dan imbauan kepada wajib pajak.

3.5. Hasil Penelitian

1. Data Target dan Realisasi PemeriksaanPajak KPP Pratama Baubau
;

No Tabun Target Realisasi Presentase Kriteria
1 2018 450.000.000 534.998.558 118.88% Sangat Efektif
2 2019 5’.983.921.043 1.573.224.753 | 26.29% Tidak Efektif

(Sumbbr: data hasil olahan 2021)

Tabel 3.1 Diketahui bahwa realisasi pemeriksaan pajak di KPP Pratama Baubau pada

tahun 12018 mengalami kenaikan sebesar Rp. 534.998.558 melebihi target sebesar Rp.

450.000.000.akan fetapi pada tabun 2019 tidak mencapai realisasi yang di tetapkan yaitu Rp.

1.573.224.7753 atau 26.25% dari target pemeriksaan pajak sebesar 5.983.921.043. Dari hasil

perhitungan perkembangan pemeriksaan pajak dalam 2 tahun pemeriksaan pajakdi KPP

Pratama kota Bau-Bautermasuk kriteria cukup efektif,
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3.2. Data Target dan Realisasi Penagihan pajak KPP Pratama Baubau

No Tahun Target Realisasi Presentasi Kriteria
1 2018 1.700.052.000 1.857.751.864 109.27% Efektif
2 2019 7.581.514.171 1.858.256.566 24.51% Tidak Efektif

(Sumber: data hasil olahan 2021)

abel3.2. Peneliti mengungkapkan kriteria penagihan pajak dari target dan realisasi

KPP Fratama kota Baubau diketshui bahwa realisasi penagihan pajak tahun 2018 Rp.

1.857.751.864 mencapai target yang ditetapkan yaitu Rp. 1.700.052.000. pada tahun 2019

realisasi penagihan pajak Rp 1.858.256.566 mengalami penurunan dari target yang ditetapkan

vaitu Rp 7.581.514.171. Dari hasil perhitungan perkembangan diatas KPP Pratama kota Bau-

Bau termasuk kriteria tidak efektif,

3.3. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

No | [Tahun _Target Realisasi Preseniase Kriteria
1 2018 283.743.329.000 227.255.887.546 80.07% Cukup
Efektif
2 2019 283.674.637.000 235.108.340.394 82.87% Cukup
Efektif

(Sumber: data hasil olahan 2621)

Pada tabel 3.3 diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama kota Bau-

Bau pada tahun 2018 tidak mencapai realisasi yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.

227.255.887.546 atau 80,07% dari target penerimaan pajak sebesar Rp. 283.749.329.000.

pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak megalami kenaikan sebesar Rp. 235.108.340.394

tetapt tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 82,87% dari target penerimaan yakni Rp.

283.674.637.000. Dari hasil perhitungan perkembangan 2 tahun pemeriksaan pajak KPP

‘Pratama kota Baubau termasuk kriteria cukup efektif.
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3.6. Pembahasan ]
;

Tabel 31 Berdasarkan hasil penelitian berkaitan dengan pemeriksaan di
kantor pelayanian pajak pratama bau-bau pada tahun 2018 sampai 2019 mengalami
penurunan -dikeftahui bahwa presentasi pemeriksaan pajak pada tahun 2018mengalami

kenaikan scbcsiar 118.88% sedangkan tahun 2019 tidak mencapai presentasi yang di

tetapkan yaitu; 26.29%. Dari data target dan realisasi pemeriksaan pajak selama 2
tahun terakhir;‘ menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan pedapatan penerimaan
pada tahun 20#8 akan tetapi data target dan realisasi pada tahun 2019 belum tercapa.
Hal ini disebat?;kan target yang ditetapkan terlalu tinggi dan juga tidak di ikuti dengan
maksimal, sehirngga target yang di tetapkan pada tahun 2019 tidak tercapai.

Tabel]‘ 3.2 Hasil penagihan pajak dari target dan realisasi yang ada di kantor

|
pelayanan pajaiik pratama bau-bau pada tahun 2018 sampai 2019 mengalami ‘

{ penurynan dilj'(letahui bahwa realisasi penagihan pajak tahun 2018 sebesar Rp
i

1.857.751.864, | mencapai target penagihan pajak yang ditetapkan yaitu Rp
|

1.700;052.000#@ 109.27%, Sedangkan tahun 2019 realisasi penagihan pajak sebesar

Rp| 1\858.256.5566 mengalami penurunan dari target penagihan pajak yang di tetapkan
yai!tu sebesar Rp 7.581.514.171 atau 24.51%Dari hasil perhitungan perkembangan
diatas kantor pélayanan pajak pratama bau bau termasuk kriteria tidak efektif. Hal ini
disebabkan target terlalu tinggi yang tidak di Imbangi dengan upaya kinetja vang
maksimal, sehi';rxgga tidak tercapai upaya yang terjadi pada tahun 2019,

Tabel3.3 Memfperlihatkan hasil dari penerimaan pajak dari tahun 2018 sampai 2019
mengalami perf;ingkatan diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak tahun 2018 tidak

mencapai sebgsar Rp 227255887546 dari target penerimaan pajak sebesar Rp

283.743.329.()@0 atau 80.07%. Pada tahun2019 realisasi penerimaan pajak mengalami




29

kenaikan sebesar Rp 235.108.340.394 tetapi tidak mencapai target penerimaan pajak
yang ditetapkan sebesar Rp 283.674.637.000 atau 82.87%. Dari hasil perhitungan
perkembangan 2 tahun pemeriksaan pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Baubau termasuk kriteria cukup efektif,




BABIV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1

Berdasarkan hasil penclitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan;
Target dan Realisasi Pemeriksaan Pajak pada tahun 2018 mencapai target yaitu
118,88% (Sangat Efektif), Schingga pada tahun 2019 tidak mencapai target yaitu
hanya 26,29% (Tidak Efektif). Hal ini disebabkan karena target pada tahun 2019
terlalu tinggi. Target dan Realisasi Penangihan Pajak pada tahun 2018 mencapai
target yaitu sebesar 109,27% (Kategori Sangat Efektif), Sedangkan Pada tahun
2019 tidak mencapai target yaitu 24,51% (Tidak Efektif). Hal ini disebabkan
target yang ditetapkan terlalu tinggsi sehingga sulit mencapai. Target dan
Realisasi Penerimaan Pajak pada tahun 2018 dan tahun 2019 tidak mencapai

target yaitu masing-masing 80,07% dan 82,87% (Kategori Cukup Efektif).

4.2, Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapat dari penclitian, maka ada

beberapa saran yang penulis sampaikan untuk mempertahankan ataupun

meningkatkan penerimaan pajak di Kantoer Pelayanan Pajak Pratama Bau bau:

1. Meningkatkan pemeriksaan pajak dengan mendatangi setiap wajib pajak

secara menyeluru.

2. Menetapkan penagihan pajak saat ini sudah efektif dalam merealisasikan
target

3. Dalam penentuan target heiidaknya lebih akurat dan kompetitif
disesuaikan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya.

4. Meningkatkan kinerja dari setiap proses pemeriksaan maupun penagihan.
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Lamp.
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yih,
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA (KPP) BAU-BAU
di-

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka proses penchuan dan penulisan skeipsi mahasiswa di bawah ini -

Nama : Ahmad

Stambuk : M0ST7S1100417

Jurusan 1 D3 PERPAJAKAN

Judul Penchtian : Tinjauan Pencrapan Kewafiban Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPHTP),  Pemeriksaan  dan  Penagihan  Pajuk  terhadap
Penerimaan Pajak pada Kawtor Pelayanan Pajok Pratama
(KPP) BAUSBAU

mohon kwranya mabasiswa  tersebut  dapat diberikan  wsin untuk  melakukan
penelitian sesuan tempat mahasiswi tersebut melakukan penelitan.

Demikian pesmohonan kami, atas perhatian dan bantuannya divcapkan terima kasih,

Fo b min
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& A etiwn Sarvican
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JI Sultan Alauddin No 259 HP 085230309264 Telp 0411.866972 Fax 0411.865588 Makassar 90221
Manara iqra Lantal 7 Kampus Talasalapang Makassar - Sulawesi Selatan
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LAMPIRAN 2
DOKUMENTASI
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Gambar 1: Halaman Depan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau
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Gambar 2: Ruangan Tunggu bagi waijib Pajak Dalam Melakukan
Pajak.

pembayaran




Gambar 3: Hasil Wawancara Tentang Pemeriksaan dan Penagihan pajak terhadap
penerimaan pajak di kantor KPP Pratama Baubau
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LANPIRAN 3

| Daftar Pertanyaan dan Hasil Wawancara
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Hasil Wawan | 2 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau

1. ApaYuang Me;njaﬂi Kendala Dalam Hal Pencapaian Target Reafisasi Penerimaan Pajak?

Jawaban: ; !
v Kepatuhzfm Wajib Pajak yang masih rendah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
¥ Wilayah i ékerja yang luas schingpa ada beberapa wilayah yang masih terkendsla dalam
| .mclaksan!akan kewajiban perpajakannya.
v' Masih reﬂdahnya peméhaman Wajib Pajak terkait pembayaran pajak.
v Wajib -Paijfak masih ada yang kurang koperatif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Adakah ,Sistﬂ:n atau Prosedur Baru Yang Dilakukan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak?
I

]

Jawaban:
{ KPP melakukan strategi jemput bola agar tidak kehilangan potensi pembayaran pajak
| Wajib Pajak.
¥ KPP menyediakan layanan pembuatan billing secara online maupun melalui sms guna ‘
menjangkau potensi pembayaran pajak di wilayah yang sulit terjangkau.
3. Apakah Pemgdksaan dan Penagihan Pajak Saat Ini Sudah Efektif Dalam Merealisasikan

Target Penerimaan Pajak?

Jawaban:

- Seksi i;emeriksaan, Penilaian dan penagihan KPP Pratama Baubau telah melakukan
segala t;indakan dengan maksimal guna mencapai terget penerimaan pajak yang telah
ditempléén, Akan tetapi, efcktifitas tindakan penagihan maupun pemeriksaan
! mengal:i:tmi penurunan diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini.Dengan
menurﬂénnya efektifitas tindakan penagihan dan pemeriksaan yang dilakukan Seksi
Pemerﬂ'{jsaan, Penilaian dan Penagihan KPP Pratama Baubau di masa pandemi ini

menyebiejibkan menurunnya pencapaian realisasi penerimaan pajak dibandingkan tabun

lalu. ‘
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D)?LTA-DATA HASIL PENELITIANDANRUMUSAN
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Data yangakan diteliti daripemeriksaan pajak, penagihan pajak dan penerimaan pajak berupa:
a. Pemeriksaan
Rumus Pemeriksaan Kantor KPP Pratama Baubau sebagai berikut:
. . Realisasi Pemeriksaan(Rp)
Efektivitas = Target Pemeriksaan X 100%

Keterangan:

=Jumlah tunggakan yang terjadi ditahun sebelumnya jika ada maka

mengukur tingkat efektivitas dari peleksanaan pemeriksaan rutin

didasarkan pada kriteria (dalam presentase) (1) > 100 sangat efektif .

(2) 90-100 efektif, (3) 80-89 cukup efektif, (4) 70-79 kurang efektif,

(5) < 69 tidak efektif
b. Penagihan Pajak

Rumus Penagihan Pajak Kantor KPP Pratama Baubau sebagai berikut:
, _ Realisasi Penagihan Pajak o
Y Target Penagihan Pajak 1

Keterangan:

=Jumlah tunggakan yang terjadi ditahun sebelumnya jika ada
makamengukur tingkat efektivitas dari penagihan pajak rutin didasarkan
pada kriteria (dalam presentase) {1) > 100 sangat efekiif .(Z2) 90-100
efektif, (3) 80-89 cukup efektif, (4) 70-79 kurang efektif, (5) < 69 tidak
efektif.
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¢. Penerimaan Pajak

Rumus Penagihan Pajak Kantor KPP Pratama Baubau sebagai berikut:

Realisasi Penerimaan Pajak
Targel Penerimaan Pajak

Efektivitas = x 100%

Keterangan:

=Jpmlah tunggakan yang terjadi ditahun sebelumnya jika ada makamengukur
tingkat efektivitas dari pelaksanaan penerimaan rutin didasarkan pada
kriteria (dalam presentase) (1) > 100 sangat efektif. (2) 90-100 efektif,
3) 30-89 cukup efektif, (4) 70-79 kurang efektf, (5) < 69 tidak efektif
(Halim 2011:21)
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2018
Target: Rp 450,000,000
Realisasi: Rp 534,998,558
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Target: Rp 5,983,921,043
Realisasi: Rp 1,573,224,753
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Ini ya

Kak Maula Kpp
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